
DEUTAN PERWAKTT,AN RAI(YAT DAERAH
KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No. I Medan Telp. (06l) 4536554 - 4556212

X.EPUTUSAN

DEWAN PERWAXILAN RAITYAT DAERAII
KOTA DIEDAN

NOMOR : l4r lS4c I Kep-DPHD I 07 l2o2l

TENTANG

PEMBEITTUXAT{ PERSONALIA PAI{ITIA IIIrUSUS
PEMBAHASAIT RANCA.ITGAN PERATURAN DA.ERAII KOTA MEDAI{

TENTAITG REITCA.IIA PEMBANGUXAN JAITGI(A MENENGAII DA.ERAII (RPJUDI
KOTA MEDAIT TAHUN 202T-2026

DEWAIT PERWAXILAN RAI(YAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab kepada Daerah ;

b. bahwa dalam rangka memberikan arah Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakata-n
sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah
diwajibkan menJrusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2O26;

bahwa dalam rangka Penyelenggtaan Pemerintahan,
Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat,
Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada serentak
Tahun 2O2O, menlrusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026 sebagai
penjaban visi, misi dan program;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 202l-2026;
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Mcngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undalg-Undang Nomor 8 Drt tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahart
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun Tahun 1999 tentang
Penyelenggraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Ta-hun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 68, Tambahan l,embaran negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewal Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
l82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O14

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Ralryat, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dal Dewan
Perwakilan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);
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g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 244, Tarr,bahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30O5);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 199 I tentang
pembentukan kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah
Kabupaten Daerah tingkat II Karo,Kecamatan Pematang

Bandar,Huta Ba1'u Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan

Petisah,Medan Tembung,Medan Helvetia,Medan Polonia,Medan

Maimun,Medan Selayang,Medan Amplas,Dan Medan Area di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah
Tingkat I Sumatera Utara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,
Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,

Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Frovinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24;

16. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1557);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalial dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O20 Nomor 888);

2O. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1l Tahun
20O8 tentang Tata Cara Pen5msunan Rancana Pembangunan
Daerah Prov. Sumatera Utara Tahun 2OO8 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencala Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2Ol9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2Ol9-2O23 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan lrmbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
22);
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23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan
Talrun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2OO9

Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2O11 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2Oll-2O31
(L,embaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13'

Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan
Tahun 2015-2035 (trmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2O20 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2l
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2O20 Nomor 3);

27. Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2O2O Tenlattg Perubahan atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor I Tahun
2Ol8 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2020 Nomor).

ilemperhatlLan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 19

Juli 2021.
2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 27 Juli2O2l.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan KEPUTUSAN DEWAN PERWAXII,AN RAXYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTAITG PEMBENTT'XAT{ PERSOI{ALIA PANITIA
XHUSUS PEMBAHASAN RANCAITGAN PERATURAI{ DAERAII
KOTA MEDAN TET{TAIIG RENCANA PTMBANGUNAN JAI|GIIA
MEI{ENGAH DA.ER.AII (RPJIUDI KOTA MEDAN TAHT'IT 2O2I-
20/26.
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KESATU Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 202l-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Khusus Pembahasan bertugas melakukan Pembahasan
Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangu.nan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 202l-2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan
perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat
kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

Dltetapkan dl Medan
pa& tanggal 2-+ Jrnl 2O2t

DEWAN PE LAN RAKYAT DAERAH
oKOTA MEDAN

ts Ketua,

I(ETIGA

n 7to
a
YI E

\ E

Wakil Ketua, Wa Ketua, Wakil Ketua,

BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

Tembusan:
1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medal
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fralsi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Pertinggal

--

KEDUA

x.-,lHWANRITONGA,S.E.,i,I.M H.RAJUDINSAGALA,S.Pd'I H.
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PERIIOIYIILIA PITITITIA PEUBAIIASIUT RAITPERDA KOTA UEDAIT
TEI{TAITG REITCAI{A PEUBANGIIITAIT JANGKA UETTDITGAE DAERAII
(RPJItrDI KOTA UTDAN TArrInr 202l-2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S,E

a, Wakil akil Ketua,

NGA,S.E.,M.M H. RAJUDIN SAGALA,S.Pd.I H BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

f,

T

x
I
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NO NAMA FRAKSI KET

1 Drs, WONG CHUN SEN, M. PdB F. PDIP

DAVID RONI GANDA SINAGA, S.E F. PDIP

3 HENDRIDUIN F. PDIP

4 HARIS KEIANA DAMANIK F. GERINDRA

5 DAME DUMA SARI HUTAGALUNG F. GERINDRA

6 DEDY AKSYARI NASUTION, S.T F. GERINDRA

7 DHIYAUL HAYATI, S.Ag.,M.Pd F. PKS

8 F. PKS

I SUDARI, S.T F, PAN

10 EDISAPUTRA, S.T F. PAN

11 MULIAASRIRAMBE, S.H F. GOLKAR

12 F. NASDEM

13 PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H.,M-.H F DEMOKRAT

't4 RENVILLE PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T F. HANURA,PSI,PPP

v

\
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SYAIFUL RAMADHAN

AFIF ABDILLAH,S.E


